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BABI

PENDAHULuiIN

I.I Lafar Belakang

Sejarah penungutn mjck mengalami perubahan dari  nasa kemasa  sesuai

dengan  perkenbangan  masyarakat  dan  negara  baik  dibidang  kenegaraan  maupun

dibidang   so§ial   dan   ekonomi   pada   awalnya   pejck   belum   merupakan   suatu

pung`rfu,akan tetapi hanya merupakan pemberian sukerela oleh rakyat kapada

dalam ranglm memelihara kepentingrn negrra,  saped menjaga keananan n

menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai den lain-lain.

Perkembangan selanj`mya pemberian yang sifroya sukarela bembch menjadi

pingutan  yang  ditfaplran  secara  sapihalc  oleh  negara.  Masalah  pajck  ®ungrmn)

adalch   masalch masyarakat dan negan dan setiap opng yang hidup  dalan  sunfu

negara pasti atau hanis beninisan dengan pejck.  Kacna pejck mcrupakan masalch

sel`mih  rakyat,  maha  setiap  orang  ham)a  mengetahui  segala  permasalahaD  yang

bethubungan dengan pejalb baik mengenai asas-asrmya, jenis atan macam-macam

FTjck  yang  berlaku  di  negaranya,  tata  cars  penbayaran  pajck   serta  hck  dan

kewajibannya sebagai wajib mick.

Bad negara-negara hulkum. segala sesuntu hanis diatur ataii ditctapken dalam

Undang-Undang  tennasuk  dalan  hal  pemungutan  pqjak.   Pem`mgutan  pejck  di

Indonesia diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  yaitu  pada  pasal  23  ayat  2



(termasuk bea den  cukai)  untuk  keperluan  negara hanya boleh  teljadi  berdasarkan

Undang-Undang.'. 0lch karena pemungutarmya berdasarkan Undang-Undang, mcka

pemungutannya hanis mcmperolch persetujuan dari rakyat melalui wakil-wckilnya di

Dewan Pervakilan Rakyal

Pembangunan rmsiorml adalah keriatan yang berlangsung terus-menerus dan

berkesinambungan  yang  bertujuan  untuk  menin8katkan  kesejchteraan  rakyat  baik

materil  maupun spiritual.  Untuk dapat merealjsasikan tujunn tersebut perlu banyck

memperhatikan   masalch   pembiayaan   pembangunan.    Salch   satu   usaha   untuk

mewujudhan kenandirian bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu

menggali sunbcr dana yang berasal deri dalam negeri berapa pejak. Pajak digunakan

untuk membiayai pembangLinan yang bergLma bag kepentingan bersama.

Dalam  kondisi  ekonomi  Indonesia  saat  ini  yang  mengalani  kemunduran

akibat deri krisis ckorond  dan moneter yang berkepapjangan. memberikan danpak

Stall  pengaruh  yang  culcup  besar  terhadap  pendapatan  perkapita  penduduk  yang

tentunya  akan  bcrpcngara`in  juga  teThadap  pendapatan  negara  khususnya  da]ani

seltor pejck.  Walaxpun demikian kita berharap kepada seluruh lapisan masyarckat

agar tetap patuh membayar kevejiban pejaknya den sedapat mungkin menghilangkan

tindckan menghindari dan memanipulasi pejck.

Pemedntah dalam meLihat kondisi tersebut diatas mengambil langkah-langkah

yang dapat menutupi defisit anggamn dengan salah satu care yaitu meningkatkan dan

memperluas basis mjak dengan tap menjaga azas kcadilan, kepaedan hukum, dan

menjaga iklin investasi yang sehat dan menrik.



Sistem pemung`rfui pajck Indonesia yang menganut se//assessme" ays/em di

mama  wajib  pejak  hanis  menghitung.  membayar.  den  melaporkan  sendiri  jumlah

pajck    terutangnya.    Dalam    se//   assessmen/    ays/em    pemerintah    memberikan

kepercayaan     penuh     terhadap     masyarckat     untuk     melaksanakan     kewajiban

perpejakannya,   akan   tctapi   bukan   berarti   pemn   pemerintah   terutama   aparat

perpejakan  (fiscus) menjadi pasif dan hanya menunggu saja. Tetapi sikap reapousive

dan  proaktif juga  hanis  dilakukan/ditunjukkan  oleh  fiscus.  bukan  hanya  karen

maeyrarakat Indonesia masih rendah kesadamnnya terhadap kewajiban pejalmya, ahag

tetapi juga dimaksulkan untuk menjaga hubungan timbal  batik secara alctif.

responsive pemerintah itu lebih ditLijuhan demi efisiensi dan efektifitas admini

prjalL   sem  mencegab  teriadinya  pelanggaran  huhm  pejck  serta  menchin

penyelundupan den penyelewengan pejak.

Dalam  Undang-Undang  No.17  pasal  21  atau  selanjutrya  disebut  Undang-

Undang  pejck  penghasilan  pasal  21  beberapa  kali  Lengalami  pe"bahan  saperti

Undang-Undang No.7 tahun 1983 diLlbah menjadi Undang-Undang No. I 7 tahun 2000

termng pejck penghasi)an; Kay. 545A}JC000 tanggal 29 desember 2000 sebagaimana

telah  diuhah  dengan  perat`mn  Direlmir Jchderal  Pajck  No.15mJC006  tanggal  23

febtuari  2006 tentang pettmj`ik pelaksanaan pemotongan penyctonn dan pelaporm

Pph 21  sehubungan dengan pekeEjaap jasa dan  keSatan  orang pribadi;  perat`rm

pemerimah No.  149 talnm 2000 tin:tang pemotongan Pph 21 alas penghasilan berupa

uang  pesangon,  uang  tebusan  pensiuD.  dan  tunjangan  hari  tua  beser(a  perrfurm

pelcksanaannya.



Pajak   penghasilan   a'Ph)   pasal   21    merupckan   pajck   penghasilan   yang

dikcmkan   alas   penchasilan   berupa   gaji,    upah.    honorarium,   tunjangan,    dan

pembayaran  lain  dengan  nana  apapun  sehubungan  dengan  pekejaan,  jasa  atau

kedatan yang dilakukan  oleh wajib pejak pribedi  dalam  negeri.  Pajak penghasilan

pasal 21  dipotong, disetor dan dilaporken oleh pemotong pejck. Yaltu pemberi kelja,

bendrharawan  pemerintah,  dana  pensiun,  badan.  perusahaan  dan  penyelenggara

kectatan.

Bag  pegawai  atau  orang pribadi yang memperoleh penghasilan  lain  selain

pen8hasilan yang pejaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada alchir

tahun  pejck  diwajibkan  untuk  menyanpaikan  SPT  tahunan  Pph  dan  atas  prjak

penghasilan pasal 21 yang telch dipotong oleh pembcri keria dapat dijadikan sebagal

kredit pejck atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Ber(olck deri rumusan latar belakang di alas, penulis tertarik untuk membahas

yang  sesuai  dengan  jalur  konsentmsi  pejck  untuk  dijadikan  sebunh  lcarya  ilmich

(skripsi)  yang  beijudul:  "  Amlisis  pchitungan  pejck  penghasilan  (Pph)  pasal  21

menurut UU No. 17 tahun 20cO alas karyawan tctap pads PT. (Persero) Angkasa Pura

I Bandar Udara Hasanuddin Makassar."

Dalam  menghitung  prjck  penghasilan  a'Ph)  pasal  21  atas  karyawan  tetap

prda  PT.  a'ersero)  Angkasa  P`m  I  Bandar  Udera  Hasan`rddin  Mahassar,  penulis

menganbil   data  tahun   2007,   dan   selanjutnya  dalam   pengolahan   data  penulis

memberikan batasan pechitungan hanya 10 (sapuluh) bulan yaitu mulai bulan Janunri-

Oktober.



I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan   tatar   belakang   yang   dikcmukakan   sebelumnya.   maka   yang

menjadi  rumusan  masalah  adalah:  "Apakah  perusahaan  dalam  menghitung  pajak

penghasilan (Pph) pasal 21 telah sesuai dengan UU No.  17 Tchun 2000.

13. Tujuan dan Manfaat Penelitian

13.I. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dengan diedakannya penelitian

ini adalch:

a.   Untuk mengctahui  bagaimana proses/cara perhitungan pejak penghasilan a'Ph)

pasal 21  atas karyawan tetap pada PT.  Oersero) Anghasa Pura I Bandar Udara

Hasanuddin Makassar.

b.   Untuk   membandingkan   tata   cara   perhitungan   pejak   penghasilan   menum

penrsahaan dengan Peraturan Pcrundang-undangan znenurut perpej alrm.

132. Manfaat PenelitiaD

a.    Sebagai bahan masukan bagi para apam pelaksana yang terlibat langsung dalam

proses perhitungrn den pemotongan pajck penghasilan.

b.   Memmbah  wavesan  dan  pengctahuan  khususnya  kepada  lcami  sendiri  selahi

penulis den kapada pihak-pihak lain yang ingin lebih dalam mengetahui tata cara

perhitungan mjck penchasilan Oph)  pasal 21.

c.   Mencoba mengaplikasikan ilmu yang selama ini  penulis peroleh dalam banghi

perlmlinhan terhadap realita yang teljadi dalam masyaraket.



DAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.I. Kerangka Teori.

2.I.I. Pengerdan Pajak

Salah  satu  cars untuk  mewujudkan  kemandirian  suani  bangsa  atau  negara

dalam  pembiasaan  pembangunan,yaitu  menggali  sumber  dana  yang  berasal  dari

drlam negari berupa pajak.  Pajak digumkan untuk membiayai pembangunan yang

bergum bagi kepenthgan bersama.

Definisi  pexpqjckan  banyck dikenuhahan  oleh  pare  ahli  yang membe

pengertian yang berbeda-beda, rmmun dari berbagai definisi tersebut mempunysi

dan  tujuan  yang  sama.  Menunn  A.Andriani  yang  dikutp  oleh  (Waluyo:2cO6:2)

menystckan bchve:

Pajak adalch iunn kapada negam Orang dapat dipakyakan) ymg tenJtang oleh yang

yang  wajib  membayamya  menunlt  perattmn  -  pemmn  dengan  tidak  mendapat

p"asi  kcmhali.  yang  langsung  drpet  ditunjuL  dan  yal]g  gLLnanya  adalch  untuk
dncmbiayai  pengchlaen-pengeluarm  umum  beTliubung  dengan  togas  negara  yang

menyelenggankan pemerintahan.

Pengertian  pejck  menurut.M.S.H  Smects  dalam  bukunya  De  ecorowl.sche

Be/efends der 6e/agiv.ngen, yang dikutip oleh (Walnyo:  2006:3) menyatakan bchwa

pejak adalah prestasi kapada pemerintah yang terutang melahi noma-noma umun,

dan yang dapat dipaksakan, tanpa ado kalanya kontraprestasi yang dapat drfujukan



dalam   hal   yang   indifidual;   maksudnya   adalah   untuk   membiayai   pengeluaran

pemerintch.

Berikut  beberapa  pengertian  pejak  yang  dikcmukakan  oleh  para  ahli,  yang

penulis kutip dari buku hukum pejck (Erly Suandy: 2005 :8-11 ), diantaranya adalah:

a.   Prancis  yang  temunt  dalain  buku  Leroy  Beaulieu  yang  beriudul  rra7./e  cJe  /a

Scl.cure dos/na»ces memberikan defihi si bahwa:

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan o)eh

kekuasaan  publik  chri  penduduk  atau  deri   barang,   untuk  menutup  belanja

pemerintch.

b.   Deutsche Reiches Abgaben Ordnung menyatakan bahwa:

Pajck adalch bantuan uang secara iusidental atau secara periodik (dengan tidak

ada kontraprestasinya), yang dip`mgut oleh badan yang bersifat umum (negam)

untuk  memperoleh  pendapatari.  di  nana  terdi  suntu  /a/  beg/  /and  (sasamn

pemajakan),yangharcnaUndang-Undangtelahmenimbulkanutangpejck.

c.    NJ.    Feld"rm    dahan\    b`ihmy8\    De    Overheidsmiddelen    Van    Indonesia

menyatckan bahve:

Pajck adalch prestasi yang dipaksahan sepihak oleh dan tenltang kapada pengunsa

(menurut   noma-noma   yang   ditetapkannya   secara   umum),   tanpa   adrnya

kontraprestasi,    dan    semata-mate    digurmkan    untuk    menutup   pengeluaran-

pengeluarm unun.

d.   Soepaman Soemcharhidjaja dalam disertainya yang be€udul `i)qjak berdasarian

asas gotong-royong" di Uriversitas Padjajaran.  Menyatakan bahwa Pajak adalch



Iuran wajib, berupa uang atau barang. yang dipungut oleh penguasa berdasarkan

norrm-norma hukum, gum menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa

kolektif dalam mcncapal kesejahteraan umum.

e.     Roehmat socmitro, S.H. Menyatckan bahwa:

Pajak  adalah  peralihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat  kepada  kas  negara  untuk

membiayal pengeluaran rutin dan surplusnya digunalrm untuk simpanan publik

®ublic saving) yang merupakan sumber utana untuk membiayai investasi publik

®ublic Investment).

Ciri¢iri pajak yang tersimpul dalam berbngai definisi di atas adalah sebagal

trfut:
a.   Pajak merupakan pcralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintch.

b.   Pajak   dipungut   berdasarkan/dengan   kekuatan   undeng-undang   serta   aturan

pelaksanaannya. schingga drpat dipaksakan.

c.   Dalam pemhayaran pejak tidrk dapat ditunjuklrm adanya kontraprestasi langsung

secara individual yang dibcrikan oleh pemerintah.

d.   Pajak  dipungut  oleh  negara  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah

daerah.

e.   Pajck  diperuntuldcan  bagi  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah,  yang  bile  dari

pemasukannya masih terdapat sufplus, diperg`makan untuk membiayai investasi

publik.

f.    Pajak   adalah   digunakan   sebagal   alat  untuk   mencapai   tujuan   tertentu   dari

pemerintch.



9.   Pajck dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung

Karena chlam pemungutan pajak merupakan  ponlihan  kekayaan dari rakyat

kepeda negara.  yang hasil dari pungutan tersebut akan dikembalikan kepeda rakyat,

mka pemunutan pejak  haus  atas  persetujunn  rakya(.  Karena  uang  yang dipungut

dari rakyat dig`makan dalan bent`lk pembangunan dan pelayanan yang dimaksudkan

untuk  kesejahteraan  umum,  maka  sifat  pemungutan  pejak  dapat  dipcksakan  demi

menjaga kesinanbungan deri pembangunan-pembangunan yang telah diprogramkan

olch  pemedntah  sifat  pemaksaan  dalan  pemungutan  pejak  hanis  sesuai  dengan

Undang-Undang yang sudah ditetapkan olch pemerintah.

2.12. FUDgri Pajak

Sebagaimarm telah diketahui ciri¢iri yang melckat pada pengertian pejak dari

berbagai definisi terlihat adanya dua fungsi pejak yaifu:

a   Fungli p€nerimaai] /8ndgct.iJ

pejak  bcrfungsi   sebagal   sumber  dam  yang  dipcf`int`ilclcan  bagi   pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran pemcintch. Sebngai contoh yaifu dimasukkannya pejck

drlam APBN sebagal penerimaan dalam negch.

A   Funggi mengatur atcgrder/

Pajck  berfungsi   sehagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan

dibidang  sosial  dan  ekonomi.  Sebagai  contoh  yang  dikenakannya  mjak  yang

lebih  tingS  tcthadap  minuman  ker8s,  dapat  ditelrm.  Demikian  pula  terhadap

barang mewh.
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2.13. PeDgerfuD Pajak Penghasilan

Secara umum pajak penghasilan  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan

negara  yang  berasal  dari  pendapatan  rakya|  yang  pemungutannya  berdasalkan

undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Pajck  penchasilan  menpakan  pejck  langsung  yang  dapat  dipupgut  olch

pemerintah pusat, atau merupakan pejck negan. Sebagal pejck langsung maka beban

tersebut menjadi tangg`ing jawab wajib pejck yang bersangkutan, dengan pengertian

bahwa beban mjak tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.

Pajak  penghasihan  mengandung  due pengerdan  yaitu  pengertian  pejak /dan

penghasilan.

I;;.,,\

\`i:i-,I,

a.   Pajck dapat dikatalmn sebagai balas jasa yang diberikan oleh maeyamhat kapada

pemerintah  atas  fashitas  yang  dinikmati  untuk  bisa  hidup  layck  dalam  suatu

ne8ara.

b.   Penghasilan adalch jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang

perorangan,  hadan,  dan  bentuk  usaha  lainnya  yang  dapat  dig`mahan  untuk

dktifitas ekonomi.

Menund a'SAK: 2004:46) dijelackan bahwa penghasilan adalah merupckan

suatu penambahan aktiva ata]i penur`man kewajiban yang mengakibathan kenaikan

chiitas yang tidak berpasal dari kontribusi penar!amar± modal.

Sedan8han dalan pasal  4 ayat  1  `mdang-undang pejck penchasilan No.  17

tahun 2000 dijelaslrm bahwa pe;jak penghasilan adahah sedap tanlbahan kemampuan
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ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pejak, baik yang berasal dari Indonesia

maupun   dari   lunr   Indonesia   yang   dapat   dipakai   untuk   kousumsi   atau   untuk

menambah kekayaan wajib pejak yang bersangkutan derigan nana dan dalam bent`]k

apapun.

Menunit  aLinrskiy  K.  Judisseno:  2005:94)  pejck  penghasilan  adalch  suatu

pungutan  resmi  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  yang  belpenghasilan  atau  atas

penghasilan yang diterirm dan diperolehnya dalam tahun pejck untuk kepentingan

negara   dan   rmsyarakat   dalan   hidup   berbangsa   dan   bemegara   sebagai   suatu

kewaj iban yang hanis dilaksanahannya.

Kemudian menurut a3rly Suandy: 2005:75) Pajak psenghasilan adalch suntu

pejck  yang  dikenakan terhadap  subyek  pejck  atas penghasilan  yang  ditcrima  atau

diperolehnya dalan tahun pejak atau dapat pule dikenakan pajak untuk penghasilan

dalam  baSan  tahm  pejalL  apabila  kewajiban  pejck  subyektifiiya  dimulai   atau

berakhir dalam tahun pejck.

2.I.4. Subjck Pajak Penghaeilan

Subjek  pejck  pcnghasilan  adalch  segala  scsuntu  yang  mcmpunyal  po(cnsi

untuk   menperoleh   penghasilan   dan   mcnjadi   sasaran   untuk   dikemkan   pejak

penghasilan.

Yang termaetik dalam 8ubjek pajak pencha8i]an adalall:

a.   ongpribedi

b.   Warisan yang belum terhagi

c.   Badan:  PT,  CV,  BUMN,  BUMD,  Pcrsckutunn  atau  perkumpulan  lain,  Firma,

koperasi, Yayasan atan Lembnga, Bentuk Usaha Tetap.
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Subjek prjck penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a.   Subjek pofak dalam ncgeri.

a)    Orang yang bereda di Indonesia lebih dari  183 hari dalam  12 bulan.

b)   Orang yang dalan suatu tahun pejak berada di Indonesia dan mcmpunyai niat

untuk tinggal di Indonesia.

c)   Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

d)   Bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha yang dimaksud adalah bentuk usaha yang dipergumkan untuk

menjalankan  ketiatan  usaha  secara  teratur  di  Indonesia  oleh  badan  atau

penisahaan yang tidak didirikan atau tidrk bertemprt kedudukan di Indonesia.

b.   Sub!ek pqjck I.Lar negeriL

a)   Orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia  atau  berada  di

Indonesia tidak lebih dari  183  hari dalam jangka waktu  12 bulan. dan badan

yang  tidak  didirihan  den  tidak  bertempat  kedudukan  di   Indonesia  yang

menjalankan  usaha atau  melakukan kegiatan  melalui  bcntuk  usaha  tetap  di

Indonesia.

b)   Orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia  atau  berate  di

Indonesia tidak lebih dari  183  hari dalam jangka walctu  12 bulan. dan bedan

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di hdonesia yang dapat

menerima    atoll    memperoleh    penghasilan    dari    Indonesia    bukan    dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui  bentuk usaha tetap  di

Indonesia.
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Yang tidak termasuk dalam subjek pajak penghasilan ada]ah:

aL    Pejabat-pejabat  perwakilan   diplomatik,   kousulat   can   pejabat-pejahat   lain

negara  asing  den  orangrorang  yang   diperbantukan   kepeda  mereka  yang

bekeda pads dan bertempat tinggal bersana-sama mereka dengan syarat tidak

melakukan pekeljaan lain atau kectatan usaha serta negara yang bersangkutan

memberi perlakunn timbal batik.

b.   Badan perwckilan negara asing.

c.   Organisasirorganisasi lntemasiorml yang ditetapkan oleh mented keuangan.

d.   Pejahat-pejabat  perwckilan  organisasi   lnternasional   yang  ditetapkan  oleh

menteri  keuangan  dengan  syarat  bukan  warga  negara  Indonesia  dan  tidak

menjalankan   usaha   pekeriaan   lain   unt`ik   memperoleh   penchasilan   dari

Indonesia

2.I.5. Objck Pajak Pengl]aei]an Oph) paca] 21

0bjek pejck adelch setiap tambahan ekonomis yang diterima ataii diperoleh

sclama  sa(u tahun pajck yang drpat dipakai  unfuk  kousumsi  dan untuk memmbah

kehayrm.

Pengbaeilan- pengbaeilan yang dikenakan pemotobgan a'Ph) pasal 21 adalah:

a.   Penghasilan yang diterima atau diperolch pegawai atau penerima peusiun secara

teratur  berupa  gaji,  uang  pension  bulanan,  honorarium.  premi  bulanan,  uang

sokongan,  uang  tunggtL  uang  ganti  ruct,   tunjangan  anal[  tunjangan  isteri,

t`]njangan   jabatan,   t`mjangan   prjalL    t`mjangan   iumn   pensiun.    tunjangan
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pendidikan   anak,   premi   asuransi   yang   dibayar   oleh   pemberi   keria,   dan

penghasilan teratur lainnya dengan nana apapun

b.   Penchasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan

pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan

cuti,  t`mjangan  hari  raya,  tunjangan  tahun  bani,  bonus,  premi   tahunan  dan

penghasilan  sejenis  lainnya  yang  sifatnya tidak  tetap  dan  biasanya  dihayarkan

sekali dalan setalun.

c.   Uprh harian. upah mingguan, upah satuan. dan upah borongan yang diterima atau

diperoleh pegawal tidak tctap atau tenaga keria lepas, serta uang saku harian atau

mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan,  atau pemagangan,  yang

merupakan calon pegawai.

d.   Uang  tebusan  pensi`in,  uang  tabungan  hari  tua  atau  janinan  hari  tua,  uang

pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemut`isan hubungan

keda.

c.   Honorarium.   uang   sak`L   hadich   atau   penghargaan   dengan    nana   dalam

bcntukapapun.    komjsi,    beasiswa    dan    ponbayaran    lain    sebagal    imhalan

schubungan  dengan  peketiaan. jasa  dan  kedatan  yang  dilakukan  wajib  pejak

dalan negeri terdiri dad:

a)   Tennga ahli  yang  melakukan pekeriaan bebes  yang  terdiri  dari:  pengacara,

akuntan, arsitek, dokter, konsultan. notaris.

b)  Pemain musilL pembawa acara, penyanyi. pelawalq  bintang film,  sutrndara,

penari, pelukis dan seninan lainnya.

c)   Olalragawan



15

d)   Penasehat, pengajar, pelatih, penceranah, penyuluh, moderator.

e)   Pemberi  jasa  drlam  segala  bidang  temasuk  teknik  komputer  dan  §istem

aplikasinya. tclehomunikasi. fotografi.

I)   Ageniklan.

g)   Petugas dinas luar asuransi.

h)   Distibutor penisahaan multilevel marketing atau direetselling  dan kegiatan

sejenis lainnya.

f.    Gaji.  gqji  kehomatan,  t`mjangan- tunjangan  lain yang teckait dengan  gaji  dan

honorari`m at8u imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pej

pegara dan pegawai negeri sipil

9.   Uang pension dan tunjangan- t`mjangrn lain yang sifatnya terkait dengan

pension yang ditina oleh pensi`man tCirmasuk janda atau dude dan atau anak

anghatnyaL

h.   Penerimaan dalam bentuk nanim dan kenilmatan lainnya dengan nana apapun

yang diberikan olch bukan `i/ajib pejck selain pemerintah. afau wajib pajck ahan

dikenalm Pph yang bersifat final dan yang dikenalm Pph berdasarkan noma

peinitungan khusus

;I+,*¢
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Pengbasilan- penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan

a'Ph) pasal 21 adaleh:
a.    Pembayaran  asuransi  dari  penrsahaan  asuransi  kesehatan,  asuransi  kecelakaan,

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

b.   Penerimaan  dalan  bentuk  natura  dan  kenikmatan  dalam  bentuk  apapun  yang

diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberihan wajib pejck

yang dikenakan pejck penghasilan yang bersifat fmal dan yang dikendcan pejck

penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

c.   Iuran  peusiun  yang  dibayarkan  kepada  dana  peusiun  yang  pendiriannya  telch

disahhan  oleh  Menteri  keuangan  den  iuran  jaminan  hari  tua  kepada  badan

penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi keD.a.

d.   Penerimaan  dalan  bentuk  mtura  den  kenikmatan  lainnya  dengan  nana  yang

diberikan oleh pemerintah.

e.   Zakat yang ditedma oleh orang pribadi yang berhakdari badan atau lemhaga ainil

zahat yang dibentuk atati disahkan olch pemerintah.

2.I.6. Wajib Pajak P.Dgbaellln Oph) paeal 21.

Wajib pejck (WP) adalah orang pribadi atau badan hukum menurut ketcntunn

peraturan   perundang-undangan   pe[pejakan   yang   ditetapkan   untuk   kewajiban

perpej akan termasuk pemungut mjak atau pemotong pej ak tertentu.
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Yang termaeuk dalam wajib pajak Pph pasal 21 ada]ah:

a.    Pejahat Negara seperd: Presiden dan wakil Presiden. DPR. MPR. DPRD Propiusi,

DPRD Kabupaten/ kota BPK, Menteri, Gubemur, Walikota, dan Bupati.

b.   Pegawai Negeri  Sipil a'NS) meliputi:  PNS pusat,  PNS deerah.  dan PNS lairmya

yang ditetapkan dengan peraturan pcmerintah sebngalmana diatur dalan UU No.

8 tchun 1974.

c.   Pegawai adalah sedap orang pribadi yang melakukan pckeriaan yang berdasarican

pcljanjian atau kesepakatan kelja baik tertulis maxpun tidak tertulis.  Temasuk

yang melakukan pekedaan dalam jahatan negeri atau BUMN atau BUMD.

d.   Pegawai  tctap  adrlah  orang  pribadi  yang  bekelja  pada  pemberi  keria  yang

menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk

dewan anggota komisaris dan anggota dewan pengav/as yang secara teratur dan

terus menerus ikut mengelolah kegiatan penisahaan secara langsung.

e.   Pegauni dengan status wajib pejak  luar negeri  adalch  orang pribadi  yang tidak

bezlempat tinggal di  Indonesia tidak lebih dari  183  hari  dalan jangha wahai  12

bulan yang menerima ataii memperoleh gaji, honorarium dan atau imbalan lain

sehubungan dengan pekejaan, jasa dan kegiatan lainnya.

f.    Tenaga lapas adalch orang pribadi yang bekelja pada pemberi keria yang hanya

menedma imbalan apabila orang pribadi yang bersan8hitan bekelj a.

9.   Pencrima pensiun adalah  orang pribadi  amu  ahli  warisan yang menerima atau

menperolch  inbalan  untuk  p.ekeriaan  yeng  dilakukan  dimasa  lalu,  termasuk
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orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jamimn

hari tua.

h.   Penerima  honorarium  adalah  orang  pribadi  yang  mcnerima  atau  memperoleh

imbalan sehubungan denganjasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.

i.    Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian. upah mingguan,

upah borongan, dan upah satuan.

Yang tidak termaeuk wajib pajak penghasilan a'Pb) pasal 21 adalal]:

a.   Pejabat perwakilan diplomatik dan kousulat atau pejahat lain dari negara using,

den  orang-  orang  yang  dipchantukan  kapada  mereka  yang  bekeija  pada  dan

bertemprt tinggal bersama mereka dengan syarat:

a)   Bukan warga negara Indonesia.

b)   Di   Indonesia  tidrk   menerima   atau   mcmperoleh   penghasilan   lain   diluar

j abatanya di Indonesia.

c)   Negara yang bersangkutan memberikan perlahiin timbal balik.

b.   Pejabat   perwakilan   organisasi   intemasional    sebagaimam   dimaksud   dalani

kap`Itusan mented keuangan No.574/KMK.04/ 2000.  Sebagaimana telch diubah

tcrakhir dengan Kay. Menkeu No. 601/ Kh4K.03re005 sepapjang:

a)   Bukan warga negara hdonesia

b)   Tidak menjalankan usaha atau melakukan kedatan atau pekeriaan lain untuk

menperoleh penchasilan di hdonesia
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2.I.7. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasi]an a'Ph) pasal 21

Yang temasuk da]am bah-bak wajib Pajak Penghasilan a'Ph) paea] 21 ad.]|b:

a.    Wajib prjck berhak meminta bukti  pemotongan Pph pasal  21  kepada pemotong

pajak.  Jumlah  Pph  pasal  21  yang  telah  dipotong  dapat  dikreditkan  dari  pejak

penchasilan untuk tahun  pejak  yang  bersangkutan,  keeuali  Pph  pasal  21  yang

bersifat final.

b.   Wajib pejck berhak mengajukan surat keberatan kepada direktur jenderal pejak,

jika  Pph  pasal  21  yang  dipotong  olch  pemotong  pejak  tidak  sesuai  dengrn

peraturan  yang  berlaku.  Pengajuan  surat  keberatan  ini  dilakhan  chlam  bahasa

Indonesia   dengan   mengemukakan   jumlch   pejck   yang   dipotong   menurm

perhitungan wajib pejck dcngan disertai alasan- alasan yang jelas.

c.    Wajib  pejck  berhak  mengajukan  permohonan  bending  secara  tert`ilis  dalam

Bahasa   Indonesia   dengan   alasan   yang  jclas   kepade   badan   peradilan  peja]c

terhadap keputusan mcngenai keberatannya yang diietapkan kapunisan mengenai

keberatannya yang ditetapkan oleh dircktur jendcral pej ak.

Sedangkan kowajiban wajll) ptj.k penpael]an Oph) pasol 21 adahb:

a.   Wajib pejck berkewajiban menyerahkan surat pemyataan kepada pemotong pejck

yang menyatakan jumlch tanggungan keluarga peda pemulann tahun thkwim Stall

pada pemulaan menjadi subjek pejak drlam negeri.

b.   Wajib pejak jugr beckevejiban menyerahkan sumt pemyataan kepeda pemotong

pejak  dalam  hal  ado  perubahan jumlah  tanggungan  keluarga  pada  permulaan

tchun takwh
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c,    Wajib pejak berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan Pph pasal 21 kepada:

a)   Pemotong    pejck    kantor    cal]ang    baru    dalan    hal    tang    bemgkutan

dipindalitugaskan.

b)   Pemotong pejak tempat kelja yang ban dalam hal yang bcrsangkutan pindah

keria.

c)   Pemotong   dana  pensiun   dalam   hal   yang   bersangkutan  mulai   menerima

pensiun dalam tahun berialan.

d)   Wajib  prick  beckewajiban  memasukhan  sura(  pemberitahuan  tahunan. jika

wajib pejck mempunyal NPWP.

2.I.8    Pemotong pajak pengha8ilan a'Ph) pasal 2l

Bertindak   sehagai   pemotong   pejck    penghasilan   Oph)    pasal    2l,yang

selanjutnya disin8kat pemotong pejck adalch :

a.   Pemberi kelja tndiri dari orang pribadi atau badan, termasuk bcntuk usaha tetap,

badan  atau  organisasi  internasional  yang  tidak  dil(ecualilcan  s¢bagai  pcmotong

pejck berdasaTkan keputusan Menteri Keunngan, balk merapakan induk maupun

cabang,perunkilan  atau  unit,yang  membayar  gaji,  upah.  honorari`im  t`injangan

dan pembayaran lain dengan mma apapun sebagai imbalan sehubungan dengan

pckeriaan atau jasa yang dilakuhan oleh pegawai atau bukan pegawai.

b.   Bendaharawan   pemcrintah  termasuk   bendeharawan   pnda  pemerintah   pusat,

pemerintah dacmh, instansi atau lembnga pemerintch. Ienbaga-lembaga lairmya,

den kedutaan besar Rapublik hdonesia di luar ne'geri, yang membayarican gaji,



21

upah,   honorarium,   unjangan,   dan   pembayaran   lain   dengan   nana   apapun

sehubungan dengan  pekebaan atau jabatanjasa dan kegiatan lainnya.

c.    Dana peusiun  badan penyelenggara jaminan  sosial tennga keria ¢amsostek) dan

baden -hadan lain yang membayar unng peusiun, tabungan hari tua atau jaminan

had tug.

d.   Perusahan,  badan  dan  bentuk  usaha  tetap  yang  membayar  honorarium  atau

pemhayaran  lain  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan  kegiatan, jasa,  temasuk

jasa  tenaga  ahli   dengan  status   wajib  pejck  dalam  negeri   yang  melukakan

pekefoan bebas dan bertindak unfuk dan atas nananya sendiri, bukan untuk atas

- persekut-ya
e.   Penisahaan. bentuk badan dan bent`ik usaha tetap, yang membayar honorarium

atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kectatan dan jasa yang

dilakukan oleh orang pribadi dengan status `h/ajib pejck luar negeri.

f.    Yayasan  (temasuk  yayasan  dibidang  kesqiahteraan,  nmah  sakit,  pendidikan,

kesehian,  olahraga,  kebudayan),  lcmbaga.  kqunitian asosiasi perkumpulan dan

onganisasi massa, organisasi politik, dan organisai lainnya chlam bentuk apapun

dalam  segala  bidang  kegiatan  sehagai  pembayar  gri.i,  upah,  honorarium  atau

imbalan dengan nana apapun sehubungan dengan pekejaan, jasa dan kegiatan

yang dilakukan oleh orang pribadi.

9.   Penisahaap badan dan bcntuk usaha tetap, yang menbayarkan honorarium atau

imbalan lain keprda peserta pendididikan, pelatihan can pemngangan.
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h.   Penyelenggaraan  (temasuk  badan  pemerintah,  organisasi  termasuk  organissasi

intemasional,    perkumpulan.    orang    pribadi    serta    lemhaga    lrirmya    yang

menyelenggarakan    kegiatan)    yang    membayar    honorarium.    hadiah.    atau

penghargaan drlafn bentuk qupun kepadr wajib pejck orang pribadi dalam negeri

berkenaan dengan suat`i kegiatan.

2.I.9    Hak dan kowajlt.an pemotong pajak penghasilan oph) pa8al 2l

Hak-hak pemotong njak penghasilan Oph) pasa] 21 adalah:

a.   Pcmotong pejck bechak mengajukan pemohonan mempermjang jangka waktu

penyampaian SPT tahumn pasal 2 1 .

b.   Pemotong pejck bchak untuk memperhitungkan kelebihan sctoran Pph

yang terutang pads bulan berihaya dalam tahun talmin yang bersanghl

c.   Pemotong  pejck  bchak  untuk  memperhit`m8kan  kelebihan  setoran  pada  S

tahunan dengan Pph pasa]  21  yang terutang `intuk bulan pada unktu dilakukan

pengmmgrn  tahiman.dan jika  msih  ado  sisa  k:lebihan.make  diperhitungkan

untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

d.   Pemotong pejck  berhak untuk membet`ilkan sendiri  SPT alas kenauan  sendiri

dengan menyampaikan pemyataan tertulis drlam jan8ka wami dun tahun sesudah

seat terutangnya pejck atau berckhimya nasa mjak,  baSan tahun pajck  atau

dengan eyrmt Direhip Jendeml pajck belum melaln]han tindakan penisahaan.

e.   Pemotong  mick  behak  untuk  mengajukan  suet  keberatan  kepada  Direlthu

Jenderal  pejak 8fas suat`i s`mt ketetapan mjck hmng bayar,  surat  ketetapan
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pajak  kurang   bayar  tambahan,   surat  ketetapan   pejak   lebih  bayar  dan   surat

ketetapan pajck nihil.

f.    Pemotong pejck berhak mengajukan pcrmohonan bending secara tertulis  dalani

bahasa   Indonesia   dengan   alasan   yang  jelas   kepade   Badan   Peradilan   Pajck

terhadap  keputusan   mengenai   keberatannya   yang   ditetapakan   oleh   Direktur

Jenderal Paj ak.

Kcorajiban-kewajiban pemotong pajak penghaeilan Oph) papal 21 &dalab:

a.   Pemotong pejck wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajck atau hantor

penyuluhan pajck setempat

b.   Penotong  pejak  wajib  mengambil  sendiri  fomulir-formulir  yang  diperlukan

dalam rangka pemenuhan kewajiban perpejakannya pada Kantor pelayanan pejck

atau Kantor penyuluhan paj ak setemprt.

c.   Pemotong pejak wajib menghitung. memotong dan menyetor Pph pasal 21  yang

terutang untuk sedap bulan takwim.

d.   Pemotong  pejck  wajib  melaporkan  penyetoran  Pph  pasal   21   sehalipun  nihil

dcngan   mengg`inakan   surut  pemberitahuan  tahunan   (SP'I)   nasa  ke   kantor

pelayamn  pajck  atau  kantor  penyuluhan  pejck  setempat,  selambat-lamhatnya

pada tanggal 20, bulan takwim berikutnya.

e.   Pemotong mjak wajib memberikan buled pemotongan Pph pasal 21  baik diminta

maupun tidrk  pada  seat  dilkukannya  pemotongan  pejak  kepade  orang  pribadi

bukan sebngai pegrwai tetap, penerima uang tebusan pensiun,penerima jamimn

hari tua, penerima pesangon dan penerima dana pensiun.
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f.    Pemotong pejck wajib membunt catatan atau kertas keija perhitungan Pph pasal

21  untuk  masing-rinsing  penerima  penghasilan  yang  menjadi  dasar  pelaporan

dalam SPT nasa dan wajib menyimpan catatan atau ker(as kerja tersebut selama

sepuluh tahun sejck berakhinya tahun pejak yang bersangkutan.

9.   Dalam waktu dua bulan  setelah tahun takwim  berakhir,  pemotong pajak wajib

menghitung kembali jumlah Pph pasal 21  yang terutang oleh pegawai tetap dan

penerima pensiun bulanan menum tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal  17

Undang-Undang  No.7  tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan

Undang-Undang No.17 tahun 2000.

h.   Pemotong pejck wajib mclampirkan SPT tahunan Pph pasal 21 dengan lampiran-

lampinn yang ditentukan dalam petapjuk penghasilan SPT tahumn Pph pasal 21

untuk tahun pejck yang bersanBkutan

2.I.10  Penchaei]an Tidak Kena Pajak aTKP)

Penghasilan tidak kena pejck  (P'IKP)  yang  balasckan  peraniran  Mentcri

Kcuangan No.564ncMK.03#004, dianggap tidek sesuai  ]agi dengan perkembangan

dibidang  ekonomi  dan moneter  serta perkembangan harga  kebutuhan  pokok  yang

semakin  meningkat,  serta merujuk  kepada pasal  7  ayat  (3)  Undang-Undang  No.7

tahun  1983  yang  beberapa  kali  mengalami  perubalan,terakhir  dengan  Undang-

Undang No.17 tahun 2000. Pemchntah menetapkan besamya penghasilan tidak kena

pejak    melalui    kaputusan    Menteri    Keuangan    Rapublik    Indonesia    No.137/

PMK03C005,  kap`rfusan  ini  mulai  berlalni  pada  tanggal  I  januari  2006,  adalah

sebagai berikut:
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a    Rp.13.200.000, 00 (tiga belasjuta dun ratus ribu rupiah) untulc diri wajib pajak.

b.   Rp.I.200.000,  00  (satu juta due  ratus  ribu  rupiah)  tanbahan  untuk  wajib  pejak

kawin.

c.    Rp.13.200,000, 00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tanbalian untuk seorang

istri yang penghasilannya digabung dengan penchasilan suami ,

d.   Rp.I.2cO.00, 00 (satu j`Ita dua ratus ribu nipiah) tambahan untuk setiap anggota

keluanga  sedarah  dan keluarga semeda  dalan  garis  ketunman  lurus  serta anck

angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.Paling banyak 3 (tiga) orang untuk

sedap kelurga.

2.I.11  Tarif Pajak Penghaei]an Oph) pasal 21

Berdasarkan   kctentuan   pasal    17   ayat   satu   (I)   Undang-Undang   pejck

penghasilan, besamya tarif mj ck penghasilan yang diterapkan atas pengahasilan kena

pejck bagi wajib pejck dalam negeri adalch sebagai berikut:

LApisan pengahoilan Lena pajak

a.    Sampai dengan Rp.25.000.000,00

(DuapuluhLimajutarupich)

b.   Diatas Rp.25.000.000,00

Tarifp.j.k

5%

(Lima person)

10%

Chra puluh Lima j`Ita rxpiah) sampai dengan                   (sepuluh persen)

Rp.50.000.000, 00 (Lima puluh juta rupiah)

c    Diatas Rp.50.000.000,00 0ima puluhjuta 15%

Rupiah) sanpri dengan Rp.loo.000.000. 00                   (lima belas pcrsen)

(Seratusjutarupich)

d    Diatas Rp.loo.000.000,00 (seratus juta rupiah)                 25 %
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Sanpai dengan Rp.200.000.000, 00 (dun ratus                  (due puluh Lima

Juta rupiah)

e.    Diatas Rp.200.000.000,00

(Dun ratus juta rupiah)

persen)

35%

(tiga puluh lima

Person)

2.I.12. Cara perhituDgan pajak penghasilan Oph) pasa] 21

Cara perhit`mgan pejak penghasiJan pasal  21  pada prinsipnya sana dengan

can pchitlmgan pejck penghasilan pada umumnya. NamurL dalam menghitung pejak

penghasilan pasal 21 bagi penerima-penerima pengahasilan dari pekeljaan, jasa atau

kegiatan yang dilakukan wajib pejak orang pribadi  yaitu wajib pejak dalan negeri

yaltu    selain    pengurangan    P'IKP,    juga    diberihan    pengurangan-pengurangan

penghasilan benipa biaya jahatan. biaya pensiun, dan iuran peusiun, selain itu tarif

yang ditetapken juiga bervariasi yritu tarif sesuai pasal  17 Undang-Undang Pajck

Penghasilan  atau  tarif  yang  ditctaphan  dalan  peraturan  pemerintah  atau  aturan

pelaksaman   ]ainnya.   At`iran   dan   cars  perhitunganhya   dapat   diuraikan   scbagai

berikut:

Pegawai Tefap. Pcgauni tctap fncn`mlt (Kep-DJP No. 545mJ. #000, pasal  1  ongka

5)  adalch  orang  pritndi  yang  bekeria  pads  pemberi  kerja  yang  menerima  atau

memperoleh  gqji  dalam jumlch  tertentu  secara  berkala,  temasuk  anggcta  dewan

komisaris dan anggota de`ven pengarms secara teratur terus-menerus ikut mengelolch

kedatan pen]sahaan secara langsimg. Unt`ik menentukan besamya penghasilan neto

pegawai tetap, penghasilan brmo dikurangi dengan:
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a.   Biaya  jabatan,   yaltu   biaya   untuk   mendapatkan,   menagih.   dan   memelihara

penghasilan  yang  besamya  5  %  (lima persen)  dari  penghasilan  bruto,  setinggi-

tingginya  Rp  I.296.000,00  setahun  atau  Rp  108.000,00  sebulan.  Biaya jabatan

dapat dihirangkan drri  penghasilan setiap orang yang bekelja  sebagai  pegawai

negeri tctap tanpa memandang mempunyai j abatan atau tidak.

b.   Iuran yang terfuit dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun

yang    pendiriannya    telah    disahkan    oleh    menteri    keuangan    atan    badan

penyelenggrra tabungan hari tua atop janinan hari tua yang dipersanckan dengan

dana pension yang pendiriannya telah disahkan olch menteri keuangan.

Pengurangan biaya jabatan den iuran tersebut tidak berlaku lagi penghasilan

yang  diterimnya  benipa  upah  harian,  tebusan  pensiun.  honorarium.  Pengurangan

biaya jabatan dan iunn diatas juga tidalc berlaku terhadap penchasi]an wajib pajak

lug negri.

Utuk menentukan besamya penghasilan kena pejak, penghasilan netonya dikuranS

dengan penghasilan tidrk Lena prjak aylKP) yang sehanisnya. Tarif yang diterapkan

adalch tarif pasal 17 Undang-Undang Pph.
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Sistemtika perhitungan Pph pasal 21 bagi pegawai  tetap adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan

Penghasilan lain yang diperbolehkan oleh pajak

Jumlah penghasilan bruto        Rp xxxxx (A)

Pengurangan:

Biayajabatan (5 % x A)

IUTan yang dikenakan

Jundch pengurangan

Pen8hasilan netto / bulan

Penghasilan netto setahun 12 bulan x 8

Penghasilan tidak ken pajck (PTKP):

Untuk unjib pejck pribadi

Untuk wajipb pejck kawin

Tanggungan mds. 3 orang

Penghasilan ken pej ck a'KP) sctahun

Rpx-
Rp-

Rp 13.200.000

Rp xJex

Rp xxxx

Rt,-
Rp xxx. a)

Rp xxxx

Rp 1200.000

RD 1 200.000/ oranE +

flto15.600.0001

Rpx-
Pphpasal 21 tenltang : PKPx 5 %=    Rpxxxx

Pph pasal 21 perbulan: Rp xxxx / 12 = Rp xxxx
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2.2. Kerangha Pikir
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2.3. Hipotesis

Bcrdasarkan  uraian-  uraian  tersebut  di  atas.  maka  penulis  mengemukakan

suatu  hipotcsis sebagai  berikut:  diduga bahwa perhitungan pejck penghasilan  (Pph)

pasal  21  alas  Karyawan  tetap  pada  PT.  a'ersero)  Angkasa  Pura  I  Bandar  Udara

Hasanuddin  Makassar  belum  dilaksanakan  sepenuhnya   sesuai  dengan  Undang-

Undang No.17 tahun 2000.



BAB Ill

METODE PENELITIAN

3.I. Lokasi / Daerah Pene]itian

Daerch  penelitian  yang  merupakan  objck  penulis  berlokasi  di     PT.(Persero)

Angkasa  Pura  I  Bandar  Udara HaLsanuddin  Makassar  yang  berlokasi  di  Jalan  Airport

Mandai.  Yang bergerak dibidang pelayanan jasa.  Adapun walchi yang diperlukan unt`]k

pengambilan data den pengolahan data kurang lebih dua minggu yaitu mulai tanggal 20

oktober sampai tanggal 8 November 2007.

3.2. Jenis dan Sumber Data

32.I    Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penclitian ini adalch sebagai berikut:

a.    Data kualitatif yaitu data yang diperoleh benipa ketemngan-keterangan secara tertulis

seperti:  sejarah  berdirinya  penisahaan,  struktur  onganisasi  peruschaap  dan  uraian

tugas dari masing- musing baSan pcrusahan,

b.   Data kuntitatif yaitu data- data yang dipcroleh bcmpa angka- an8ka seperti: daftar

gQji   karyawan,   cara   perhitungan   Pajck   penghasilan   a'Ph)   pasal   21   menun]t

peruschan.



32

3.2.2    Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ihi adalah:

a.    Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari peruschaan berupa pengamatan

dan wawancara atau tanyajawab star yang terkait dengan masalah yang dibahas.

b.   Data sekunder adalah data - data pendukung yang diperoleh selain data primer seperti

perkembangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir dan lain s¢bagainya.

3.3. Metode pengumpu]an data

Uutuk mengarahkan  penelitinn hi agar sesual dengan tujunn yang inSn dicapai

dan  data - data  yang  dibutuhkan  dapat  diperoleh.maka penelitian  akan  menggunckan

beberapa mctode pengumpulan data, antara lain:

a.   FI.e/A research ( penelitian lapangan), merupakan penelitian yang dilakukan dengan

jalan:

a)   Teknik observasi  adalah  metode peng`mmpulan  data dengan can mengadakan

penganatan secam langsung yang berubungan dengan permasalahan yang akan

dihahas dalam proposal iri.

b)   Teknik  interviw  (wawancan).  adalah  mcode  pcngunpulan  data  dengan  cara

mengadekan   wawancara   seeara   langsung   dengan   pimpinan   penrsahaan   dan

sejumlch karyawan yang ado haitannya dengan datardata yang diperlukan dalam

penyusunan proposal ini.

b.   £i.bnaD;   reseorA   ®enentian   kepustakaan),   meruplcan   penelitian   dengan   cara

membaca   buhi   dan   sumber-sumber   lain   dengan   maksud   untuk   memperoleh

pengctahuan   dan    landasan   teori    yang    berhubungan    dengan    ruang    lingk`xp

permrdchan
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3.4. Metode AJialisis

Untuk  mengng.i  kebenaran  hipotesis  yang  telch  dikem`ikaan  sebelumnya,  maka

metode   yang   digunakan   adelah   metode   komparatif,   yaitu   metode   analisis   yang

membandingkan antara tata cara perhitungan  Pph pasal 21  menurut perusahaan dengan

Undang - Undang perpejakan No. I 7 tahun 2000.

3.5. Derinisi Operasional

Adapun berbagai definisi operasional yang digunakan dalan proposal ini adalah:

a.   Pengertian  pajak  adalah  peralihan  kekayaan  drri  pihak  wajib  pejak  kepada  kas

negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara.

b.   Penghaeilan  adalah  jumlah  uang  atau  barang  yang  ditchma  atas   usaha  yang

dilakukan orang perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan

untuk aledfitas ekonomi.

c.   Paj.k p€nghaeilan adalah suntu pungutan resmi yang ditujuhan kepada masyarckat

yang  bqughasilan atau atas penghasilan  yang  diterima dan diperolehnya dalam

tahun pejck untuk kepentingan negara dan  masyarahat dalam hidup berbangsa dan

bemcgara sebagai suani kewajiban yang hanis dilaksanakannya.

d.   W.jib  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  inenumt  ketentuan  peraturan

Pcrundang--Undangan pelpejakan ditentukan untuk melakukan ken/aj iban perpej akan.

tenmsuk penungut pejck atau pemotong pejck tertentu.

e.   SDI)jck p.jab adalch orang atau badan yang dituju oleh Undang - Undang  untuk

dikenakan prick.

f.    Objek  pajak  penghasilan  adalch  setiap  tanbahan  kemampuan  ckonomis  yang

diterima atau diperoleh selama satu tahun pejck yang dapat dipakai untuk kousumsi

dan untuk menambah kekayann.

9.   P€mot®Dg prjak penghasilan adalch sedap hadan atau pclnberi  keda yang berhak

den telah ditunjuk oleh Undang - Undang untuk memotong pejak



BAB IV

HASIL DAN PEMBAIIASAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT,   (  Persero)  Angkasa  Pura  I  adalal)   Badan  Usaha  Milik  Negara  dalam

lingkungan Departemen perhubungan dipimpin oleh direksi yang menjalankan tugas

pokoknya,  yaitu  mengusahakan  dan  menyelengarakan  penyediaan  jasa  pelayanan

Bandar udara.

Pada awalnya PT. ( Persero ) Anghasa Pura I didirikan berdasarkan Peraturan

Pemerintah No.  33  Tahun  1962,  dengan  nania  Perusahaan  Negara  Q'N)  Angkasa

"Kemayoran"  dengan   tugas  pokok  mengurus   dan  mengusahakan   Bandar  udara

"Kemayoran''.  Pada tahun  1965,  melalui  Peraturan Pemcrintah No.  21  Tahun  1965

PN Angkasa "Kemayoran" beruhah nania menjedi PN Angkasa Pun. Selain itu juga

dapat mengurua dan mengusahakan Bandar udara di daephrdaerah sebagai cabang.

Kemudian melalui Peraturan Pemerintah No. 37 Tchun 1974, ditetapkan bah`ra

"Penisahaan Negara" berubah bentuk menjadi ftyrusahaan Um`m" yang selanjutnya

disebut Penrsahaan Umum Q'ERUM) Angkasa Pura. Pads tahun I 974 Banter Udara

Halim   Perdana   Kusuma   ditetapkan   menjadi   Bandrr   udan   internasioml   dan

me`pahan Bandar udara kedun yang dikelola manajcmen Angkasa Pura

Dengan  selesainya  pembangunan  Bandar  Udara  Cengkareng  yang  saat  ini

dikenal sebagalBandrr Udara ScekamoLHatta peda tahun 1985, merupakan titik awal

dibentuknya PERUM  Angkasa Pura I  dan PERUM  Angkasa P`m  11  serta disusul
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dengan ditutupnya kegiatan opeTasi di Bandar Udara Kemayorm sementan PERUM

Angkasa Pura I ber(ugas untuJc mengelola beberapa Bandar udara di daerah, dengan

kantor pusat tetap di Jakarta (eks Bandar Udara Kemayoran),

Pada tahun 1985 tersebut, sebenamya telah keluar Peraturan Pemerintah No.  13

Tchun    1985   yang   mengatur   kembali   tentang   PERUM   Angkasa   Pura,   yang

dimaksudkan sebngai langkah penyesunian atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun

1974 terhadap perkembangan terckhir pada waktu it`L  Adapun realisasi  pendschan

manajemen  ditandai  dengan  keluamya  Peraturan  Pemerintah No.  25  Tahun  19786

sehingga  teriadi  perubahan  nana  penisahaan  dari  PERUM  Angkasa  Pun menjadi

PERUM Angkase Pun I.

Sejalan dengan  kebijaksanann  pemerintah yang  menSnginlcan  agar terhedap

Badan   Usaha   Milik  Negara   yang   telah   dinilai   baik   dan   mampu   untck   lebih

menekenkan dan berorientasi  pada kcuntungan, maka dengan Peraturan Pemerintah

No.  5  Tahun  1992 PERUM  Angkasa Pun I  berubah bentuk menjadi  PT. Oersero)

Angkasa Pun I.  setelah  akta pcndirian  perusahaan ditaqndatangani  pace tanggaJ  2

januari 1993. maka PT. (Persero) Anghasa Puma I resini berdiri.

hagan  diberlakukannya  pembagian  wilayah  keda  pemsahann  berdasarkan

wilaya  timur  den  barat  berdanpak  techadep  pengelolaan  Bandar  Udara  Polonia

Medan   terhitung   tanggal    1    janunri    1993    tidak   benda   dalan    pengelolaan

PTmelainlrm menjadi bagian PT yang disahkan pada ¢anggal 24 Maretl 994.
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Sebagai gambaran umum PT. Angkasa Pura I mengelolah  13  Bandar Udera di

Indonesia Timur, antara lain:

I. Bandar Udara Ngurah Ralh-Bali.

2. Bandar Udara Junndr- Surabaya.

3. Bandar Udara Hasanuddin-Makassar

4. Bandar Udara Sepinggan-Balikpapan

5. Bandar Udara Samrat`ilangi-Manado

6. Bandar Udara Fran KaisepcLBiak

7. Bandrr Udara Adisut ipto-Yogyakarta

8. Bandar Udara Pattimura-Ambon

9. Bandar Udrra Adisuarindo-Surakarta

10. Bandar Udara Samsuddin Noor-Banjamasin

I I . Bandrr Udam Selaparang-Irombok

12. Bandrr Udara Achmed Yani-Semarang

I 3 . Bandar Udara EI Tnt-Kupang

Kawasan  Tengch  dan  Timur  hdonesia  dewasa  ini  menjadi  kawasan  yang

berkembang  sangat  pesat  dan  proapektif  untuk  berbagai  ragani  kegiatan  bisnis.

Potensi   kekayan   alamnya   sangat   pesat   karena   kebijakan   penerintah   untuk

menitikberatkan ahifitas pembangunan di hawasan Timur Indonesia pada PELITA

VI  adalch  dua  factor  utama  yang  memacu  pert`mbuhan  ekonomi  dan  mobiljtas

masyankat  di  kawasan  terseb`it  yang  ditandai  dengan  peningkatan  penumpang
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angkatan udrra rata-rota sebesar  16 % dan cargo sebesar  12 % selama tahun-tahun

terun ini.

Mengantisipasi  laju  ckonomi  chn  mobilitas  masyarakat  dikedun  hawasan  di

atas dan "Boomz.ng" wisatawan diakhir decade ini maka PT telch menyus`m langkch

stra:ted  diantzrmya  berupa  penyusunan  mcana  pengembangan   Bandar  Udara

Hasanuddin  sesuai  karakter  dan  pctensi  lingkungannya,  khususnya  Bandar  Udara

Hasanuddin akan menjedi baedan integral.

Dari   perfumbuhan   lingkungan   serfu   mampu   mengckomodir   kebutuhan

masyamkav konsumen di wilayahnya. Fenomena tersebut di atas antara lain tanpak

pada pengembangan serta peningkatan  status  Bandara Udan  Hasanudin M

yang selana ini merupakan gerbang udae hawasan Timur hdonesia menjadi 8

Udam htemasiond.

Bandar Udrra Hasanuddin pada tahun 1935 dibangun oleh Pemerintah Hindia

Belanda  dengan  nana  hapangan  Udae  KADIENG yang  letaknya 22  kin  sebelch

tfro kota Mckassar (Ujung Pandailg) dengan kontmksi lapangrn rumpi[t. Lapangan

terbang  dengan  landrsan  yang  benrdiran  1600  in  x  45  in  a`UNWAY  08-2®,

di-ikon pada tanggal 27 september 1937, ditandai dengan penwethangan komersil

yang   menghul)un8kan   Sunbaya-Makassar   dengan   pesawat   penerbangan   jenis

lrouGIAS  D2ff6  olch  penisahaan  KNILM  (KowhgwI}.fe  Wedrhand  Jndl.sche

I;nehtwaat hfroschapgiv).
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Tahun 1942 oleh pemerintah pendudukan Jepang landasan ditingkatkan dengan

kontruksi beton benikuran  1600 in x 45 in yang sekarang menjadi taxiway echo, dan

lapangan terbang ini diubah namanya menjadi Lapangan Udara Mandai.

Pada tahun  I 950 diserahkan kepada Pemerintah Indonesia yang dikelolah oleh

javetan   pekeljaan   utn`m   seksi   lapangan   terbang   dan   selanjutnya   tahun   1955

dialihkan    kapada   jawatan    penerbangan    sipil,    sekarang    Direktorat    Jenderal

Perhubunga Udara yang  kemudian memperpapjang landrsan pacu 2345  in x 45  in

sekaligus mertibah nana lapangan terbang menjadi Pelabuhan Udara Mandai. Tahun

1980   landasan   13-31   dipcrpapjang   menjadi   2500   in   x   45   in   dan   Pelabuhan

UderaMandal brfubah menjadi Pelabuhan Udara Hasanuddin. Kemudian peda tahun

1981  dinyatakan  sebagai  Bandar  Udrra  Embarkasi/Debarhasi  Haji  dan  tahun  1985

Pelabuhan    Udara    Hasanuddin    berubah   menjadi    Bandar    Udara    Hasannddin.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.  I/1987 tanggal 9 Januari 1987 disusul tanggal

3  Maret  1987 Bandar Udera Hasanuddin diserahkan pengelolaannya dari  Dircktomt

Jendend PcThubungan Udara kcpada PT. OERSERO) ANGKASA PURA I.

Tanggal 3  0ktober  1994 Bandar Udrra Hasanuddin dijadikan sebagri Bandar

Udan lntemasiorml sesuni kaputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61/1994 tanggal

7  Januari  1995  dan  diresmikan  oleh  Gubemur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Propinsi

Sulawesi  Selatan  pada  tanggal  28  Marct   1995  yang  ditandai  oleh  penerbangan

perdana  olch  Malaysian  Airlines  System  Q4AS)  langsung  drri  Kunlalumpur  ke

Banter Udan Hasanuddin Ujung Pandang, disusul kemudian pencrbangan Silk Air
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menghubungkan   Changngi-Singapura  dengan   Bandar   Udara   Haniuddin   Ujung

Pandang.

Selain   itu   Bandar   Udera   Hasanuddin   jauh   sebelumnya   telah   melayani

penerbangan   lintas   intemasioml   di   wilayah   yuridikasi   pengawaan/pengendalian

kawasan  Timur  indonesia  Makassar  UCA  (Upper  Control  Arca)  yang  mencrfup

wilaych  udara melalui  sebactan  Kalinantan  Barat  hingga  perbatasan  udan  Papun

New Guinea di sebelch timer, dan dari perbatasan wilaych udan Australia di sebelah

selatan hingga perbatasan wilayah udara Philipina dan Okland (iinerika Serikat) di

sebelch utm

Bandar  Udara Hasanuddin juga meruprkan  pintu  gerbang  udan  di  kawarm

timer Indonesia dan propiusi Sulawesi Selatan khususnya, di mare Bands udan ini

telah memberikan corak tersendiri sebagai Bandar udara trusit yang diarahkan tunt

mendukung   dan   mengembangkan   pariwisata,   mobilisasi   a[us   penumpang   serta

berpartisipasi dalam perdagangan dan industri.
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4.2 Struktur Organisasi dan Job Description

4.2.I Struktur Organisaei

Dalam  sebuah  penrsahaan  stmlmir  onganisasi   merupakan  hal  yang  sangat

penting,  karena  struktur  organisasi  dapat  memberikan  kejelasan  yang jelas  dalam

melaksanakan komando terhndap karyawan den juga mengarah kepeda pelaksanaan

yang jelas dalam melaksanakan hubungan fungsi onal antar karyawan.

Berhubung sangat pentingnya stmktur organisasi malta PT. a'ersero) Angkasa

Pura I Banter Udara Hasanuddin organisasi yang berdasarkan line organization yaitu

systeln  pengongarisasian  yang  disusun  drri   atas  ke  bawah.   Sehingga  diadakan

pembngian fungsional dalan menyelenggarakan ariivitas penisahaan hi dapat dilihat

drri   segi   personilnya   dalan   hubungannya   antan   dengan   yang   lain   dalaln

melaksanakan fungsi masing-masing.Struktur organisasi dan tugas kantor cabang PT.

Oersero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar terdiri dari:

a. Kepala Cabang

b. Divi§i Operasi Lalu Lintas Udan

c. Divisi Qperasi Bandar Udara dan Komersial

d. Ihivisi Tekhnik Umum dan Peralatan

e. Divisi Tekhnik Elektronik dan Listrik

f.  Divisi Administrasi

9. Ihivisi Keunngan dan Perlengkapan

h. Officer In Charge (OIC)
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42.2  Job Description

Adapun tata kelja kantor cabang   PT. (persero) Angkasa pura  I  Bandar Udara

Hasanuddian ditetapkan keputusan Direksi PT. (persero) Angkasa Pura I  nomor Kep.

1406/OM.   00/1993   yang  disesuaikan  dengan  perkembangan  keadaan  dewasa  ini

khususnya   perkembangan   uns   lalu   lintas   angkutan   udara   dan   perkembangan

an8kutan udan.

I. Kepah Cabang

Kantor cahang PT. (persero) Angkasa Pun  I  Bandar Udara Hasanuddin yang

selanjutnya disebut Kantor Cabang PT. (persero) An8kasa Pura 1  mempunyai tugas

melakukan jasa pelayanan  operasi  lalu  lintas  udara dan jasa dengan pedomn  dan

kebijaksanaan yang digariskan Direksi.

Kantor  Cabang  PT.  (persero)  Angkasa  Pura  1   Bandar  Udara  Hasanuddin  Ujung

Pandang   adalch   unit   pelaksana   PT.   ®ersero)   Angkasa   Pura   I    dibave   dan

bertanggungjawab  kepada  direksi  PT.  Oersero)  An;kasa  Pura   I   dipimpin  oleh

seorang kepala Cabang

2. Divisi Opera8i Lalu Lintae Udar&

Divisi Opemsi lalu lintas udan mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan

keSatan pelayanan keselanatan lalu lintas udrra control Area (CTA), Control Zone

(CTR), Temiml Confrol Area, (TMA), Aerodrome Traffic Zone (ATZ), pelayanan

bantuan   opcrasi   penerbangan   dan   menunjang   keriatan   pencarian   pertolongan

keeelckan penerbangan.

Divisi Operasi lalu lintas udara membawahi 5 (linS) dims masing-masing :
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a. Area Control (ACC)

b. Dims Approach Control Service (APP)

c.  Dinas Aerodrome Control Service (ADC)

d. Dinas pelayanan Penerbangan Aeronautika

e. Dims Flig Service dan komunikasi penerbanga

3  Divisi Operasi Bandar Udam dan Konebial

Divisi ini bertugas menyiapkan dan melakukan kegiatan operasi darat ground

handling,  pengananan  dan  keterdban umum,  pertolongan  kecelakaan penerbangan

den pemadam kebakaran, di bidang Aeronautika dan Don Aeronautika. Divisi Operasi

Bandar Udara dan Komersial menbawahi 6 (cnam) dinas :

a. Dims Opeusi Dart

b, Dius Pengananan

c. Dines PKP-PK

d. Dinas Penerbangan den Komunikasi Umum

e. Dines Pandapatan Non Aeronautika

4.  Divisi Telmik Umum dan peralatan

Divisi   teknik   umum   dan   peralatan   mempunyal   tugas   menyiapkan   den

melakukan pemeliharaan dan perhaikan fasilitas bangunan, landesan tata lingkungan,

mekanikal  dan air,  kendaraan bemotor,  alat-alat besar dan ketiatan perbengkelan,

mehakukan   dan   membantu   pembangunan/investasi    sesuai   dengan   pelimpahan

wewenang yang diberikan oleh direksi.
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5.  Divisi Teknik E]ekfronik  o]eh Dir€ksi

Divisi teknik Elektronik can listhk mempunyal tugas melakukan pemeliharaan

dan perbaikan fasilitas telekomunikasi. mvigasi dan radar, audit visual dan komputer,

listrik   serta   melakukan   dan   membantu   pembangunan/investasi   fasilitas   teknik

elektronik  dan  listrik  sesuai  dengan  pelimpahan  wewenang  yang  diberikan  oleh

direksi. Devisi teknik elektronik dan listrik membavahi 4 (empat) dinas :

f.  Dirms Telekomunukasi

9. Dinas Navigasi den Radar

h. Dinas Elektronik Bandara a3LBAN)

i.  Dinas Teknik Lisulc

6.Divisi Administrasi

lhivisi  administrasi  mempunyai  tugas  menyiapkan  dan  melakukan  kegiatan

ketatausahaan. personalia,  Pengumpulan data dan  laporan  serta melakukan  rencam

kegiatan pengadean barang. Divisi Admihistrasi mempunydi 4 (empat) dinas :

j.  Dinar Tata Usala

k. Dims Personalia

I.  Ihi Data dan Laporan

in.  Dinas Pangadaan Barang
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7. Divisi Keuangan dan Perlengkapan

Divisi   keuangan   den   perlengkapan   mempunyai   dan   melakukan   kegiatan

akuntansi, keuangan, anggaran. dan administrasi

Perlengkapan  dan  pergudangan.  Divisi  keuangan  dan  perlengkapan  membawahi  4

(empat) dius :

a. Dinas Akuntausi

b. Dius Keungan

c. Dims Jinggaran

d. Dinas Perlengkapan dan Pergudangan

8. Officer In Change (OIC)

Officer In Charge yang terdiri sebanyak-banyaknya 5 0ina) orang, merupakan

pelaksana  tingkat  pertama  diluar  jam  keria  kantor  pada  hari-hari   libur,   dalam

menanggulangi  pemasalahan  operasioml  Bandar  udara  yang  mempunyai   tugas

secara  bergantian  dengan  menkoordinasi  kectatan  operasi  lalu  lintas  udana.opeT.asi

Bandar  udera,  komersial,  teknik.  dan  keuangan.  dan  bemnggungjawab  Kepada

kapala cabang.

43 Bidang Usaha

PT.  Oersero) Angkasa pura  I  bergerak dalam bidang usaha pelayanan usaha

pelayanan jasa Bandar udara oleh PT ®ersero) angkasa pure 1 yang jugs merupakan

baSan dari KeSatan lalu lintas angivhan udan sehingga dari pelayanan jasa bendar

udara hasnuddin terdiri dari :
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I     Pelayanan jasa Aeronautika merupakan usaha yang berkaitan  langsung dengan

penerbangan :

-     PJP4U  (pclayanan jasa pendaftaran. penemprtan, dan pen)inpangan

trsawat udan)

-     PJP2U ®elayananjasa penumpang pesawat udara)

-     PJP ®elayananjas penerbangan)

2. Pelayanan jasa Non -Aeronairdka menpakan bidang usaha yang tidak langsung

berkaitan dengan penerbangan

-     Penakaian co`mter

-    Severung

•    Parkirkenda-

•     Scwatempatreklane

-     Pemakaian listrik

•     Pemakaian telpon dan air

4.4  P€run.D PT ( pcnero) angkaea pura 1

Terkait dengan tujuan penisahaan yang inSn dicapai dalan 5 tali`m mendatang

adalah" meningkckan kemanfaatan penisahaan bari stake holder ®ihak yang terkait

dengan pengusaha pelayanan jasa kebandar udaraan yang berkualitas tinggi, maka PT

an8kesa puma I mempimyai komitnen `mtuk mewujudkannya.

Peranan PT angkasa pura I merupakan tujuan dalam bentuk yang lebin rinci antara

lrfu :
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1.   Menjadikan Bandar udara hasanuddin sebagai jarring pelayanan jasa kebandar

udaraan dan jasa penerbangan sehingga ikut mengembangkan daerah melalui

partisipasi bandara sebagai pintu gerbang utama

2,   Berorientasi kepade kepuasan pelanggan

3.   Menjadi SDM sebngal kompeteusi inti

4.   menjadikan perLLschan jasa kebandar udaraan yang dapat diandalkan

dikawasan ASIA Pasifik.

4.5 AnaLisis Jumlah Karyawan  Tetrp Perusahaan

Sedap   penisahaaan   dalan   melakukan   kedatan   operasionalnya   tentunya

membutuhkan sejumlah sumber daya manusia atan karyawan yang akan membantu

penisahaan   dalan   menjalankan   kegiatan   usaha.   Sulnber   days   manusia   yang

berkualitas  yang  menjadi  karyawan  pemsahaan  tentunya  memerlukan  waktu  dan

biaya  untuk  merekrutnyaL  Semakin  banyak  karyawan  perusahaan,  akin  semakin

ringanpckeljaanyangdilakukan.Namundemikiandalinpcnerimaanharyawanyang

dibut`ihkan  olch  [misahaan  scbab  jumlah  karyawan  yang  lebih  dari  kebutuhan

pemsahaan  akan  merugikan  peusahaan  karena  akan  membayar  gaji  karyawan

tersebut.

Dengan adanya sejumlch karyawan dalam peruschan, merupakan kewajiban bagi

penisahaan untuk meinberikan kompensasi dalam bentuk gaj i kepadr sedap karyawan

yang bekeria dalam penisahaan.  Penghasilan yang diperoleh   setiap karyawan. jika

memenuhi  syamt  untuk  dikemkan  pejak  penghasilan  pesal  21,  rmka  kewajiban

perusahaan    untck    melakukan   pemungutan    atas    pejak    penghasilan    tersebut
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berdasarkan  Undang-undang   No.  17  tahLm  2000  tentang  pajak penghasilan.  Pajak

penghasilan pasal 21  karyawan yang telch dipungut oleh perusahaan. han]s disetor ke

kas Negara.

Jumlch  karyawan  tetap  yang  dimiliki  oleh  peruschaan  hingga  akhir juli  2007

adrlah sebanyak  120 orang dengan berbagai  status.  Mulai dari yang berstatus tidak

kawin  qK)  sampai  dengan  yang  berstatus  kawin  dengan  4  (empat)  orang  anak,

tanggungan tiga (K/3).  Dengan adanya status karyawan tersebut, maka perusahaan

dapat   menghit`mg   besanya   pajak   penghasilan   pasal    21    karyawan   dengan

memperhatikan penghasilan tidrk kena pejck   OTKP) berdasackan status karyawan

tersebut.

Berikut ini tabel jumlah karyawan yang dimiliki oleh penisahann selana tahun

2007 :

Tabel  :4.I
PT. Ocb.ro) ^ngl(as. Pun I Bandar

Ud.n Has.ill]ddii] M&kaesar
JUDhi Klry.w.i] Tefap

T.l]un 2007

Bulan Jumlch Knyawan

Januari 120 oran£
Fcbruari 120 oranf!
Mm 120 oran£
Aun I 20 oran£
Mei 120o"
Jut 120-a
Juli 120-£
AEustus I 20 oran£
ScDtember I 20 Oun£- 120-I

S.rmba : PT. qpmco) Angkeso P.ra I Bandrr Udol.. IIesanwdeb.
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Jumlah Karyawan pads rabel di atas merupakan karyawan tetap penrsahaan

yang gajinya dibayarkan tiap bulan oleh perusahann sebagai pemberi kelja.

4.6. Ai)alisis KebijakaD Pembayarln Gaji

Setiap   organisasi   perusahaan   tentunya   berbeda-beda   drlam   kebijaksanaan

pembayaran gqji. Demikian pula halnya dengan PT Q'ersero) Angkasa Pura I Bandar

Udara  Hasanuddin  Makassar  melnpunyai  system  pembayaran  gaji  yang  menjadi

afuran  peusahaan.  Dengan  adanya  system  pembayann  gaji  tetsebut  maka  bagian

pelsomlia hanis mematuhinya dalan membayar gaj i karyawan tctapnya.

Pembayaran  gaji  yang  dilalrukan  oleh  penisahaan  terhadap  karyawan  tctap

adelah setiap bulan. dimam kebijakan yang dilakukan adalah untuk karyawan yang

bani masuk yang masih dalam nasa pcneobaan hanya diberi gaji Rp.  1.050.000 yang

diistilahkan  dalan  penisahaan  adalah  g?ji  percobaan.  Ini  berlangsung  selama  6

(enam)   bulan,   kemndian   berikutnya   karyawan   yang   dinyatakan   berhak   untuk

melanjutkan nasa keria akan diberikan gQji sesuai dcngan latar belakang pendidikan

dan kemampun keijanya.
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4.7. ADaLisis Perhifungan Pajak PenghasilaD Pph Paeal 21 Atas KaryawaD Tetap

Pada   PT Oersero) Angkasa Pun I Bandar Udara HasanuddiD M.kiLlsar.

Dalam   melaksanckan   kewajiban   perpajakannya,   penisahaan   mcnghitung,

memotong, membayar pejck pcnghasilan pasal 21  atas kartawan ke kas Negara,hal ini

telch sesuai dengan system perpejakan yang dianut dalan Negara Repoblik Indonesia

yaitu  system  self-assessment,  sehingga dalam pelaksanaan pajak penghasilan pasal

21,   penisahaan   melahikan   sendiri   mulai   dari   perhitungan,   pemotongan   den

pembayaran pejck penghasilan karyawan.

Berihit  tabel  defter  gaji  karyawan  tetap  PT  Angkasa  Pura  I  Bandar  Udara

Hasanuddin Makassar adalch sebagai berikut:
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Berikut tata cara perhitungan pejck penhasilan karyawan tetap dalam satu bulan

yang dilakukan oleh penisahaan dengan menggunakan sampel  10 (sepuluh) jumlch

karyawan dalam jangka unktu I (satu) bulan adalah sebagal berikut:

I.RIryawan A

Karyawan A dengan jabatan Oneral Manager, status kawin dun orang anak

acre)    memperoleh   penghasilan   selania   satu   bulan   sebesar   Rp.    14.150.250;

perhitungan paj ck penchasilan haryan/an A adalch sebagai berikut:

Gaji Pokok

Jamsostek

Penchasilan Bruto Sebulan

Pengurmgan:

I. Biaya Jabatan 5 % x 14.433.255

Malcsimum yang diperkemnkan

2. Iuran pension

3.I-THT

Penghasian Netto Sebulan

= Rp. 721.663

=Rp. log.000

=Rp. 495.259

=Rp. 424.508

thl.027.767:`

Rpi3405iaeg;

Penghasilan Netto setahun Rp.13.405.489 x l2       Rp.160.86S865;

4. pTKp Setchun acre)

Uriak VI Sendiri

Tambahan WP Kawin

Tanbchan 2 orang ck

Rp. 13.200.000;

Rp. I.200.000;

Rp. 2.400.000;
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fro.16.800.000:\

Penghasilan Kena palak OKP)                                        Rp.144.065.865:

Besamya pqjak penghasilan pasal 21  karyawan yang terutang sclama s¢bulan ada)ch

sebagai berikut :

5 % x Rp. 25.000-000;

10 % x Rp. 25.000.000;

15 %  x Rp.50.000.000;

25 % x Rp. 44.065.865;

Jumlch Pph Pasal 21  Setahun

-Rp.I.250.000;

-Rp. 2.500.000:

- Rp. 7.500.000;

-Rp 11.016.466;

Rp.22266.466;

Pph sebulan = Rp.22.266.466 :  12 = Rp.I.85S.538;

2. mryawan 8

Karyawan a dengan jabatan Officer ln Charge, status kawin dengan dua orang

anak  (K/2)  mempero]eh  penghasilan   selana  satu  bulan  sebesar  Rp.   8.510.200;

perhitungan pejak penghasilan 8 sebagi berikut:

Gaji Pokok

Jansostek

Penghasilan Bruto Sebulan

Pengurangan:

l. BiayaJabatan 5 0/ox 8.680.400;        = Rp. 434.020;

Maksimum yang diperkenankan       =Rp.108.000;

2. lure Peusiun

3. Iuran THT

=Rp 297.857;

= xp 255.306;

Rp. 8.510200;

RD.170200:

Rp. 8".400;



rRD.66 I . I 63 :`

Penghasilan Netto sebulan                                                Rp. 8.019.237;

Penghasilan Netto setahun Rp. 8.019237 x  l2           Rp. 96.230.844;

4. PTKP setchun qcve).

Untuk VI Sendiri

Tambahan WP Kawin

Tanbahan 2 orang anak

Penghasilan Kena Pajck OKP)

Rp.13.200.000;

Rp.  I .200.000;

Rp. 2.400.000;

rRD.i6.8co.OOO:I

Rin79A3O";
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Besarnya pajak penghasilan pasal 21  karyawan yang terutang selama sebulan adalah

sebagal berikut:

5 % x Rp.25.000.000;

10 % x Rp. 25.000.000;

15 % x Rp. 29.430.844;

Jumlah Pph Pasal 2 I Setahun

= Rp.I.250.000;

- Rp. 2.500.000;

= Rp. 4.414.386:

Rp.8.164.627;

Pph Sebulan Rp.8.164.627 :  12 = Rp. 680386;

3. Karyawan C

Knyawan C dengan jabatan Div. Ops. halu Lintas Udara, status kawin 2 omg

anak  (K/2)  memperoleh  penchasilan  selana  satu  bulan  sebesar  Rp.   7.675.250;

perhitungan mick penghasilan karyawan C adalch sebagai berikut:

Gaji Pokok

Jansostek

Rp. 7.675250:;

RD.153.505:
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Penghasilan Bruto Sebulan

I. Biaya Jabatan 5 % x 7.828.755          = Rp. 397.438;

Maksimum yang diperkenankan       = Rp lo8.000;

2. [uran Peusiun

3.I-rm

Penghasilan Netto Sebulan

= Rp. 268.634;

= Rp. 230.258;

Rp. 7.828.755;

rRD. 606.892:)

Rp. 7221";

Penghasilan Netto setchun Rp. 7.221.864 x l2          Rp.86.66236S;

4. PTKP Setchun ace)

Untuk VVP Sendiri

Tambahan WP Kawin

Tanbahan 2 orang anak

Penghasilan Ken Pajck a'KP)

-Rp.13.200.000;

- Rp.  1.200.000;

-Rp. 2.400.000

rRt).16.800.000:\

Rin69jro2365;

Besamya pajak penchasilan prsal 21  karyawan yang terutang selama sebulan adalah

scbngai berikut:

5 % x Rp. 25.000.000;

10 % x Rp.25.000.000;

15 % x Rp.19.862.365;

J\mlch Pph pasal 21 sctahun

= Rp.  1 .250.coo;

- Rp. 2.500.coo;

= Rp. 2.979.355;

Pph pasal 21 sebulan Rp.6.729.355 : 12 = RpS60.780;

Rp. 6.729355;



54

4. Karyawan D

Karyawan D dengan jabatan Diy.  Personalia, status kawin 2 orang anak (K/2)

memperoleh penghasilan selama satu bulan scbesar Rp.7.431.850; perhitungan pejak

penghasilan karyawan D adalch sebagai bcrikut :

Gaji Pokok

Jansostek

Penghasilan Bruto Sebulan

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan 5% x 7.580.487;

Maksimum yang diperkenankan

2. Iuran Peusiun

3. Iuran TIT

= Rp. 379.024;

-Rp.108.000;

-Rp. 260. I 15;

= Rp. 222.956;

Penghasilan Netto Sebulan

Penghasilan Netto Sctahun Rp. 6.989.417 x  12

4. PTKP Setchun (KC)

Untuk VI Sendiri

Tanbin VI kawh

Tanbchan 2 orang anck

Penghasilan Kena Pajck a'KP)

Rp.13.200.000;

Rp.1.200.000;

Rp. 2.400.000;

Rp. 7.431.850;

RD.  148.637:

Rin7"487;

flto. 591.071 :`

Rin6.989.4i7;

Rp. 83un.004;

rRo.16.800.000:1

R+67ro73";
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Besamya pajak penghasilan pasal 2 I  karyawan yang terutang selama sebulan adalch

sebagai berikut :

5 % x Rp. 25.000.000;

10 % x Rp. 25.000.000;

15 % x Rp.17.073.004;

Jumlch Pph pasal 21  setahun

- Rp.  I .250.000;

- Rp. 2.500.000;

= Rp.2.560.951 ;

Rp.63|0.95l;

Pph pasal 21  sebulan Rp. 6.310.951  :  12 =Rp. 525.913;

5. Karyawan E

Karyawan E dengan jabatan Div. Keuangan, status kawin 2 orang anak (KC)

memperolch pcnghasilan selama satu bulan sebesar Rp. 7.305.225; perhitungan pajck

penghasilan karyawan E adalch sebagai berikut :

Gaji Pokok

Jansostek

Penghasilan BTuto Sebulan

Pengurangan :

I. Biaya Jabatan 5 % x 7.451.330

Maksinum yang diperkenakan

2, Iuran Peusiun

3. Iuran THT

= Rp.372.569;

-Rp.108.000;

= Rp. 255.683;

= Rp. 219.157;

' Penchasilan Netto Schulan

Penghasilan Netto Sctahun Rp. 6.868.490 x 12

xp. 7.305225;

RD.146.105:

Rir7.45i33O;

flas82.84o:`

Rin6jk58490.,

Rut42lus;



4. PTKP Setahun ac/2)

Untuk W Sendiri

Tambahan WP kawin

Tanbchan 2 orang anak

Penghasilan Kena Pajck OKP)

Rp.  13.200.000;

Rp.  I .200.000;

Rp. 2.400.000;

fro.  1 6.8oo.ooo:i

Rin65eeius;
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Besamya pejck penghasilan pasal 2 I  karyawan yang terutang selama sebulan adalah

sebagai berikut :

5 % x Rp. 25.000.000;

10 % x Rp. 25.000.OcO;

15 % x Rp.15.621.885;

Jumlch Pph pasal 21  setahun

-Rp.I.250.000;

- Rp. 2.500.000;

= Rp2.342.283;

Rp. 6.093.283 ;

Pph pasal 21 sebuhn Rp. 6.093.283 :  12 = Rp.507.774;

6. Karyawan F

Karyawan  F  dengan jabatan  Dinas  lnkaso,status  kawin  3  orang  anak  (K/3)

memperoleh penghasilan selama satu bulan sebesar Rp. 6.731.715; perhitungan pajak

penghasilan karyawanF adalah sebagal berikut :

Gaji Pokok

Jansostek

Penghasilan Bruto Sebulan

Pengturmgan :

1. Biaya Jabatan 5 % x.6.866.349          = Rp. 343.317;

Rp.6.731.715;

Rini34.634:

Rp. 6t866349;



Maksimum yang diperkenakan         = Rp.108.000;

2.  IULran Pensiun

3. Iuran THT

-Rp. 235.610:

-Rp. 201.953:

Penghasilan Netto Sebulan

Penghasilan Netto Setahun Rp. 6.320.788 x 12

4. PTKP Setchun ac/2)

Untuk VI Sendiri

Tambahan WP kawin

Tanbahan 3 orang anak

Penghasilan Kena Pajck a'KP)

Rp.13.200.000;

Rp.  I .200.000;

Rp. 3.600.000;

fro. 545.56i:`

Rin6320.788;

Rin75"945O;

Th.18.000.000:\

Rri7jne.457;
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Besamya pajak penghasilan pasal 21  karyawan yang (crutang selana sebulan adalah

sehagaj berikut :

5 % x Rp. 25.000.000;

10 % x Rp 25.000.OcO;

15 % x Rp. 7.829.457;

Jumlch pph pasal 21 setahun

= Rp.I.250.000;

- Rp. 2.500.000;

-Rp.I.177.419;

Pph pasal 21 sebulan Rp. 4.927.419 :  12 = Rp. 410.618;

Rp. 4.927.419
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7. Karyawan G

Karyawan  G  dengan jabatan  Dirms  Pend.  Aeronautika  ATS,  status  kawin  3

orang  anak  (K/3)  memperoleh  penghasilan  selama  sebulan  sebesar  Rp.  7.091.295;

perhitungan pajak penghasilan karyawan G adalali sebagai berikut :

Gaji Pokok

Jansostek

Penghgasilan Bruto Sebulan

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan 5 % x 7.233.121

Maksimum yang diperkenankan

2. Iuran Pension

3. Iuran THT

= Rp. 361.656;

= Rp.108.000;

= Rp. 248.195;

= Rp. 212.739;

Penghasi lan Netto Sebulan

Penghasilan Net(o Setahun Rp. 6.664.187 x  12

4. PTKP Setchun ac/3)

Untuk VI sendiri

Tanbahan WP kawh

Tanbchan 3 orang anak

Penghasilan Kena Paj ck a'KP)

Rp.13.200.000;

Rp.1.2cO.000;

Rp. 3.600.On;

Rp. 7.091.295;

RD.141.826:

Rin7as.i2i;

rRi]. 568.934:`

Rp. 6ca.i87;

Rp.79.970242;

fro, 1 8 000.000:)

Rp. 61.970"2;
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Besamya pejak penchasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah

sebagai berikut :

5 % x Rp. 25.000.000;

10 % x Rp. 25.000.000;

15 % x Rp.  I 1.970.242;

Jimlch Pph pasal 21 setahun

-Rp.I.250.000;

= Rp. 2.500-000;

= Rp.1.795.536;

Rp. 5.545336;

Pph pasal 21 sebulan Rp. 5.545.336 : 12 = Rp. 462.128

8. KnyawaD H

Karyaunn H dengan jchatan Dims FS & Kompen, status kawin 3 orang armk

memperoleh pe8hasilan  selama  sebulan  sebesar  Rp.  5.645.151 ;  Perhitun

penBhasilan haryswan H adalah sebagai berikut :

caji pokok

Jamsostek

Penghasilan Bruto Sebulan

Pens-gen :

I. Biaya fabatan 5 % x 5.762.134;

Malcstmal yang diperkenalcan

2. hurm Peusiun

3. I- THT

PenBhasfro Nero Sebulan

= Rp. 288.107;

-Rp 108.000;

= Rp. 197.590;

= Rp. 169.355;

Rp.5.645.15l;

Ro.  I 12.983:

Rrf758.i34;

flin 474.935:i

Rinsrmi99i

Penghasilan Netto setalun Rp5.283.199 x l2           Rp. 63398390;

)~,



4. PTKP Setahun ( K/3)

Untuk WIT sendiri

Tambahan WP kawin

Tanbahan 3 orang anak

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp.13,200.000;

Rp.I.200.000;

Rp.  3.600.000;

fro.18.000.000:I

R-90;

60

Besamya pejak penchasilan pasal 21  karyawan yang terutang selama sebulan adalah

sebagai berikut :

5 o/a x Rp. 25.000.000;

10 % x Rp. 20.398.390;

Jumlch Pph pasal 21 setahun

-Rp.1.250.000;

= Rp. 2.039.839

Rp. 3289.839;

Pph pasal 21  sebulan Rp. 3.289.839 :  12 = Rp. 274.153;

9. Karyowan I

Karyawan   I   dengan  j.ahatan   staf,   status   ka`rin   satu   orang   anak   (K/I)

memperoleh penghasilan sclama safu bulan sebesar Rp. 2.715.250; perhitungan pejak

pengivasilan karyawan I adalch sebagal berikut:

Gaji Pokok

Jansostek

Penghasilan Bnno sebulan

Pengurangan :

I. Biaya Jabatan 5 % x  2.769.555

Maksimal yang diperkenankan

= Rp.138.478;

= Rp.108.000;

Rp. 2.715250;

RD. 54305:

Rin2.7695s5;



2. hun Peusiun

3. Iuran THT

Penghasilan Netto Sebulan

- Rp. 95.034;

-Rp. 81.458;

rRD. 284.492:`

Rp2485.064

Penghasilan Netto setahun Rp. 2,485.064; x 1 2         Rp. 29.820.765;

4. PTKP Setahun QC/1 )

Untuk WIT sendiri

Tambahan lh/P kawin

Tanhahan 1 orang anck

Penghasilan Kena Pajak a'KP)

Rp.13.200.000;

Rp.i.200.000;

Rp.1.200.000;

fro.  I 5.6co.ooo:1

Rini4un.76s;
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Besamya pajak penghasilan pasal 21  karyawan yang terutang selama sebulan adalah

sebagal berikut :

5 °/o x Rp.14.220.765:                                 = Rp. 711.038;

Pph pasal 21  sebulan Rp.  711.038 :  12 = Rp. 59255;

10. Karyawan J

Karyawan  J   dengan  jabatan   staf,   status   tidak   kawin   (IK)   memperoleh

penghasilan  selama  sebulan  sebesar  Rp.  2.715.250;  peinit`mgan pejck  penghasilan

pasal 21 karyawan J adalch sebagai berikut :
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Gaji Pokok

Jansostek

Penghasilan Bruto Sebulan

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan 5 % x 2.769.555

Maksimal yang diperkenankan

2. Iuran Peusiun

3.I-THT

= Rp.138.478;

= Rp.108.000;

-Rp. 95.034;

= Rp. 81.458;

Penghasi lan Netto Sebulan

Penghasilan Netto Setahun Rp. 2.485.064 x 12

4. PTKP Setahun (TK)

Untuk VI scndiri

Penghasilan Kena Pajck OKP)

Rp.13.200.000;

Rp. 2.715.250;

RD.  54.305:

Rp. 2.769555;

fro. 284.492:`

Rir2.485.064;

Rp29".765;

fro.  i32co.ooo:I

Rp. 16Ji20.765;

Besamya pejak penchasilan pasal 21  karyawan yang terutang selama sebulan adelah

sebagai berikut :

5 % x Rp.16.620.765;                               = Rp. 831.038;

Pph pasal 21 sebulan Rp. 831.038 : 12 = Rp. 69253;
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4.8.  Analisis    Pajak  Penghasilan  Pasa]  21  Menurut  Undang-Undang  No.  17

T,hun 2000.

Berdsarkan    pada    uralan-uralan    sebelunnya    mengenai    penerapan    prjak

penghasilan  pasal  21   atas  karyawan  tetap  yang  diterapkan  oleh  perusahaan,  jika

dibandingkan  dengan  pejak  penghasilan  pasal2l  menurut  Undang-Undang  No.  17

Tchun 2000riampak bahwa peruschaan dalam  menetapkan Sc//.4SLsessme»/ Sys/cm

sudah sesuai dengan Undang-Undang No.  17 Tchun 2000.

Sesuai  dengan hasil  penganatan  yang penulis  lakukan pada perusahaan  dan

berdasarkan pada perhitungan tersebut di alas, nampak bahwa peusahaan melakukan

perhit`mgan, pemotongan pajak penghasilan karyawan sebesar 5 %,  10 %,  15 %, 25

%, 35 % dari penghasilan bruto.Hal tersebut scsuni dengan Undang-Undang No.  17

Tchun   2000   dan   khususnya   KMK.No.   137mMK.03#005,   tentang   penyesuaian

besamya penghasilan tidrk kena mjak (P'IKP), yang berlaku efektif mulal tanggal  1

janund 2006.



Tabel 4.3
PT. Oersero) Angkasa Puma I Bandar Udara Hasanuddin Makassar

Masa Pembayann dan PeLaporm
Pph Pas.121 Tahun 2007

Masa Tanggal Pembayarm Tanggal Pelaporan

Januari 9 Februari 2007 18 Februari 2007
Februari 8 Maret 2007 19 Mast 2007
hfrot 7 April 2007 I 7 April 2007
April 8 Mei 2007 I 9 Mei 2007
Mei 8 Juni 2007 19 Juni 2007
Juni 8 Juli 2007 19 Juli 2007
Juli 9 Agustus 2007 1 8 Agustus 2007
Agustus 9 September 2007 18 September 2007
Saptembr 7 0ktober 2007 17 0ktober 2007
Oktober 7 November 2007 I 7 November 2007

S..n.ber : PT. (Petsan) ^ngFosa P.Ira I Bag.der Udcoo tlasanuddin
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Pada tabel 4.3 dapat dilihat baliwa perusahaan dalan melakukan pembayaran

sudah tapat waktu sesuai  dengan peraturan  Undang-undang perprjakan yaitu  bates

walchi  pembayaran  paling  lanbat  tanggal   10  (sepuluh)  bulan  takwim  berikuthya

setelah nasa pejak bermkhir.  Dan dalam pclaporan surat pemberitahuan (SPT) juga

telch  dilakukan  sesuai  dengan  pcraturan  Undang-undang  perpejakan  yaitu  bates

walctu pelaporan untuk SPT nasa, paling lamhat 20  (dun puluh) hari  setelch nasa

pajck  beralchir  dan  untuk  SPT  tahunan  selambat-lambatnya  3  (tiga)  bulan  setelch

tahun prjak berakhir.



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN
5.I  Kesimpulal]

Dari  uraian  yang  telch  dikemukckan  pada-pada  bab-bab  sebelumnya.  maka

dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Penisahaan dalam menghitung dan memotong pejak penghasilan Pph pasal 21

atas  karyawan  tetap  sudah  sesuai  dengan  Undang-undang  nomor  17  tahun  2000

mengemi   pengenaan   tarif,   biaya  jabatan   dan   penambahan   penghasilan   serta

pengurangan  penghasilan  yang  sudah  ditetapkan  pemerintah.  Begitu  pula  halnya

dengan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu Keputusan Menteri

Keuangan, KMK No.137"K.03#05. yang keputusan ini mulal berlah) efektif pace

taggal I januari 2006.

5.2  Saran

Setelah  mclakukan  penelitian  pada  PT.  (pcrsefo)  Angkesa  pun  I   Bandar

Udrra Hasanuddin, maka saran yang dapat diberikan adalch scbagal bcrikut :

a.    Tetap  kousisten  drlam  melakukan  perhitungan  pajak  penghasi]an  pasal  21

karyawan   menund   undrng-undang   No.    17   tahun   2000   tentang   pejck

pengivilan

b.   Mengontrol  setiap  transaksi  yang  berkaitan  dengan  pexpqjakan  ldrususnya

yang ada kaitannya dengan Pph pasal 21  ngar tidak teriadi kesalahan didalam

pethitungan pejak oleh karyawan.

c.   Tetap mengikuti perkembangan pelprjakan yang berlaku.
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